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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N  

(PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH) 

(Studi di KUA  Pekalongan Lampung Timur) 

 

Oleh: 

Estuning Matin Hidayani 

 
P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. P3N 

atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya di angkat oleh Kementrian Agama 
berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di darah tersebut berdasarka syarat dan 
ketentuan yang ada. P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh 
Kepala Kantor Departemen Agama  Kabupaten atau Kota untuk membentu tugas-
tugas  PPN di desa tertentu. Pada PP (Peraturan Pemerintah ) Dirjen Bimas Islam 
Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan 
Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.  Pada 
poin kedua diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah tertentu yang sangat 
memerlukan dengan perstujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementrian 
Agama. Namun pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali 
mengeluarkan surat Intruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan 
Pegawai Pncatat Nikah. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 an D2. 
KUA Pekalongan termasuk dalam  tipe C yang artinya peristiwa menikah di bawah 
50 peristiwa rata-rata per bulan, maka KUA yang berada di Pekalongan Lampung 
Timur ini adalah tipe C yang seharusnya sudah tidak menggunakan jasa P3N lagi. 
Akan tetapi pada kenyataanya  masih menggunakan jasa P3N, masih adanya jasa 
P3N (pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) di karenakan masih berlakunya masa 
jabatan P3N tersebut Maka dengan hal ini terdapat kesenjangan dari peraturan yang 
ada bahwasanya pada tahun 2015 P3N resmi dihapuskan kecuali untuk KUA tipe 
D1 dan D2. Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak efektivitasnya Peraturan 
Kementrian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan 
Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)  tidak terlaksana dengan sepenuhnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan penghapusan 
Pembantu Pegwai Pencatat Nikah setelah turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam 
Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan 
Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta intruksi Dirjen Bimas Islam 
Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegaai pencatat Nikah 
untuk wiayah D1 dan D2. Yang terjadi di KUA Pekalongan Lampung Timur ialah 
tiak efektifnya kedua peraturan tersebut karena masih adanya Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah yang masih menjabat karena tlah memperbaharui SK. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTTO 

 

٥فَإنَِّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ) ) 

٦إنَِّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ) )  

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Ash Sharh [94] : 5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. 

P3N atau Pembantu Pegwai Pencatat Nikah biasanya diangkat oleh Kementrian 

Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut 

berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada. Pada Peraturan Menteri Agama RI  

Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) tentang pencatat nikah, bahwa yang 

dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh 

Kepala Kantor Departemen Agama  Kabupaten atau Kota untuk membentu 

tugas-tugas  PPN di desa tertentu.1 Maka dapat disimpulkan bahwa P3N adalah 

orang yang dipercaya untuk membantu Petugas Pencatat Nikah dalam 

melaksanakan pencatatan nikah. 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 bahwa P3N diangkat 

oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota yang diberitahukan 

oleh kepala desa atau lurah di wilayah kerjanya.  P3N membantu kantor urusan 

agama (KUA) untuk proses pendaftran nikah, membantu jalanya pernikahan 

dan menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas pernikahan 

tersebut kembali  kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh 

penghulu KUA, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan oleh 

                                                 
1 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Pasal 1 ayat (4) 



 

 
 

KUA kepadanya untuk diisi oleh kedua mempelai dan diserahkan kembali 

kepada KUA oleh P3N. 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan 

sebutan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta 

mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA kecamatan. Selain punya 

tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis 

dalam pembangunan agama di masyarakat. 2 

Untuk menertibkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk pada KUA 

kecamatan dan menata keberadaan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Dirktoral 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama mengeluarkan Surat 

Intruksi Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pada poin kedua sudah sangat jelas bahwa 

diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh 

Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah yang 

sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis ari Dirjen Bimas Islam 

Kementrian Agama.  

                                                 
2Ilmiati dan Uswatun Hasanah, “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota 

Palu)”, dalam Jurnal Istiqra’, (Palu: IAIN Palu), Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 151 



 

 
 

Intruksi ini belum efektif menata keberadaan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam 

kembali mengeluarkan surat Intruksi No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang 

pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang 

pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Rekomendasi 

pengangkatan Pemabantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa 

KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. 

Dalam surat edaran tersebut berisi syarat-syarat pengangkatan P3N yang 

lebih selektif diantaranya: 1. Pengangkatan P3N secera selektif yang mengacu 

pada pasal 3 ayat (2) Pereturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

pencatatan Nikah. 2. Rekomendasi penganngkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus 

memperhatikan bahwasannya Kantor Urusan Agama tersebut masuk dalam 

tipologi D1 (daerah pedalaman atau pegunungan) dan D2 (daerah perbatasan 

negara, atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat 

Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas 

wilayah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud. 

Kemampuan dam kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di 

bidang hukum administrasi pernikahan.3 

Dalam Peraturan Kementrian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 

tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 

                                                 
3 Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 

Tentang Pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikahs 



 

 
 

tentang pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) disebutkan 

bahwasannya diangkat kembali P3N namun dengan diperketat yaitu hanya pada 

wilayah pedalaman dan perbatasan Negara atau Pada Tipologi KUA D1 dan D2 

saja. Sedangkan tipologi KUA yang ada di Indonesia ada lima yaitu A,B,D1,D2. 

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa hanya Tipe KUA D1 dan D2 yang masih 

diperbolehkan menggunakan jasa P3N karena pada wilayah pedalaman atau 

pegunungan dan wilayah perbatasan negara. Maka Untuk tipe KUA golongan 

A,B dan C sudah dihapuskannya jasa P3N tersebut. 

Berdasarkan pra survei yang dilakukan peneiliti, di KUA Pekalongan 

Lapung Timur yaitu dengan melakukan wawancara pada pegawai KUA sebagai 

Penyuluh Agama di KUA Pekalongan, tentang Efektifitas Penghapusan P3N. 

KUA Pekalongan termasuk dalam  tipe C yang artinya peristiwa menikah di 

bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan, maka KUA yang berada di Pekalongan 

Lampung Timur ini adalah tipe C yang seharusnya sudah tidak menggunakan 

jasa P3N lagi. Akan tetapi pada kenyataanya  masih menggunakan jasa P3N, 

masih adanya jasa P3N (pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dikarenakan 

masih berlakunya masa jabatan P3N tersebut.. Maka dengan hal ini terdapat 

kesenjangan dari peraturan yang ada bahwasanya pada tahun 2015 P3N resmi 

dihapuskan kecuali untuk KUA tipe D1 dan D2.4 

Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak efektivitasnya Peraturan 

Kementrian Agama Nomor Dj.II/113 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah 

Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. serta No 

                                                 
4Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan  



 

 
 

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas 

Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N)  tidak terlaksana dengan sepenuhnya.  

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Pekalongan masih ada 

dan aktif yaitu Bapak Haji Romli. P3N tersebut masih ada dikarenakan masih 

berlakunya masa jabatan, yang dibuktikan dengan adanya SK jabatan. SK 

jabatan tersebut dikeluarkan Oleh Kantor Kementrian Agama Lampung Timur 

dengan nomor B-518/Kk.08.7.5?HK.00.8/5/2016, ditetapkan di Sukadana pada 

tanggal 19 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementrian 

Agama Lampung Timur yaitu Bapak Tomtomi.5 Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) tersebut direkomendasikan oleh kepala desa Pekalongan tersebut, 

orang yang direkomendasikan tersebut adalah tokoh Agama dan cenderung 

lulusan Pondok yang sangat paham agama. Penghulu desa atau Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah diangkat oleh Kementrian Agama dan mendapatkan 

SK. 

Berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tentang 

penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah, maka P3N telah dihapuskan kecuali untuk wilayah yang berada 

pada daerah terdalam, terluar serta aerah perbatasanan kepulauan  harus 

memerlukan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama. 

Pada tangal 26 Januari Dirjen Bimas Islam mempertegas dengan 

kembali mengeluarkan surat intruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang 

pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah denagan diperketat. 

                                                 
5 Berdasarkan SK Pengangkatan P3N 



 

 
 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebelumnya telah habis masa 

jabatannya maka beliau mengajukan pembaruan SK P3N ke Kemenag, hal ini 

yang menjadi daya tarik peneliti untuk membahsnya karena Pembantu pegawai 

Pencatat Nikah tersebut tidak mematuhi peraturan yang ada. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Penghapusan 

P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Study KUA Pekalongan Lampung 

Timur?” 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitan 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiefektivitas penghapusan 

P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Study KUA Pekalongan Lampung 

Timur. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat secara teoritis adalah sebagai kontribusi keilmuan yakni untuk 

mengembangkan teori terhadap efektifitas atau tidaknya setelah 

dihapuskan P3N.   

b. Manfaat secara praktis sebagai kontribusi pemikiran peraturan  terhadap 

penghapusan P3N. 

 



 

 
 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian yang membahas penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) bukan lagi suatu hal yang baru. Karena sebelumnya telah ada 

penelitian  yang membahas tentang hal ini dan sejauh yang penulis ketahui 

belum ada suatu karya ilmiah secara khusus membahas mengenai efektifitas 

penghapusan P3N dan biaya pernikahan, ada pun yang membahas tentang 

Pegawai pencatat nikah dan pembantu pegwai pencatat nikah, antara lain: 

1. Fauzi Muchammad Iqbalul 2016. “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 

Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 Di KUA Kec. 

Candi Kab.Sidoarjo” Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya. Fokus penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana  

Implementasi dan Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di Kecamatan 

Candi Kabupaten Sidoarjo. Bahwasannya dari segi implementasi dari 

Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 telah dilaksankan 

oleh Pemerintah KUA kec. Candi Kab. Sidoarjo. Dalam putusan tersebut, 

pemerintah dalam hal ini maenyatakan bahwa program P3N hanya berlaku 

dalam kondisi dari wilayah tertentu atas pertimbangan katagori wilayah 

pedalaman, daerah yang secara kualitas SDM masih rendah dan kondisi 

keagamman yang masih lemah. Oleh sebab itu pemberlakuan aturan tersebut 

tidak berlaku dalam masyarakat, menyangkut pengurusan berkas 

perkawinan dan tugas keagamaan lain di masyarakat. Maka keberadaan P3N 



 

 
 

masih sangat dibutuhkan di masyarakat meskipun tugas dan status 

kedudukannya dalam Intruksi Dirjem BIMAS Islam Nomor DJ.II/I Tahun 

2015 mengalami perubahan. Dengan kata lain, posisi P3N di wilayah 

perkotaan tidak bertugas langsung dalam pengurusan berkas perkawianan. 

Akan tetapi hanyanterbatas pada tugas sosial keagamaan di lingkungan 

masyarakat Kec. Candi Kab. Sidoarjo.6 

2. Ali Firdaus 20017. “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

Pasca Intruksi Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA 

Kecamatan di Provinsi Lampung)”.  Thesis Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Fokus penelitian menitik beratkan pada Terbitnya Instruksi 

Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI Nomor Dj.II/I Tahun 2015 

tentang Pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, membuat 

Kementrian Agama Provinsi Lampung tidak memperpanjang masa kerja 

Pembantu PPN. Dalam Intruksi tersebut mengatur bahwa rekomendasi 

pengankatan Pembantu PPN hanya diberikan bagi KUA dengan tipologi D1 

dan tipologi D2 dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai Pencatat Nikah. 

Pelaksanaan tugas P3N dan Implikasi Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 

Dj.II/I Tahun 2015 terhadap pelaksanaan pencatatan nikah di KUA 

kecamatan Natar, Padang Cermin, Tanjung Karang, dan Marga Punduh.  

Sejak ditetapkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/I Tahun 2015, P3N 

yang telah berakhir masa tugasnya di KUA Kecamatan Tanjung Karang 

                                                 
6Fauzi Muchammad Iqbalul,“Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)  Pasca 

Intruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 

298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab.Sidoarjo”. Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya Tahun 2016 



 

 
 

pusat tidak lagi melaksanakan tugas-tugas P3N. Sedangkan di KUA 

Kecamatan Natar, Padang Cermin dan Marga Punduh sebagian P3N telah 

berakhir masa tugasnya masih melaksanakan tugas pencatatan nikah. Kedua, 

terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 

berimplikasi positif terhadap optimalisasi tugas PPN dan Penghulu dalam 

pencatatan nikah pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung.7 

3. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sudah jelas bahwa 

sudah ada karya ilmiah yang membahas tentang penghapusan P3N 

berdasarkan  Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 dan nomor  Dj. 

II/I Tahun 2015.  Dimana pada kedua  Intruksi tersebut dijelaskan 

bahwasannya P3N telah dihapuskan  akan tetapi untuk KUA dengan tipologi 

D1 dan tipolog D2 tetap berlakunya tugas P3N. Tetapi belum ada yang 

membahasa tentang evektifitas penghapusan P3N pada KUA dengan 

tipologi C yang artinya P3N sudah harus dihapuskan akan tetapi pada 

kenyataanya  P3N masih melaksankan tugasnya. Maka peneliti berinisiatif 

untuk melakukan penelitian tersebut di KUA Pekalongan, Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

 

 

                                                 
7Ali Firdaus, “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi 

Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung)”.  

Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pencatatan Nikah dan Tujuan Pencatatan Nikah 

Secara bahasa pencatatan adalah proses, cara, atau perbuatan mencatat. 

Pencatatan Nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang 

mengenai suatu peristiwa pernikahan yang terjadi. Dalam Undang-Undang 

Perkawinan tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan perkawinan. 

Namun demikian dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan 

dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Paturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan 

adalah uatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Peaai Pencatat Nikah 

untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dijadikan sebagai bukti sah 

tejadinya peristiwa pernikahan. 

Perbuatan pencatatan nikah tesebut menurut K.Wantjik Saleh tidak 

menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa 

pekawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) 

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan.8 

                                                 
8 O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), h.98-99,  



 

 
 

Prnikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya 

sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa 

perjanjian pernikahan. Selain itu dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai 

pencatatan sipil yang mana dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa 

pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi. 

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada KUA atau kantor 

catatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan 

bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. 

Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti Syar’i adalah dokumen 

resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada 

lemabaga negara tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi 

yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti di hadapan lembaga peradilan. Ketika 

ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir 

akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain 

sebagainya. 

Selain itu disebutkan daam UU No.22 tahun 1946 bahwa tujuan 

dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan 

ketertiban. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat(1) UU tesebut dijelaskan bahwa 

maksud Pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat 

agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal 



 

 
 

yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, 

pernkahan, kematian dan sebagainya.  

 

B. P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) 

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. 

P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya diangkat oleh 

Kementrian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah 

tersebut berdasarka syarat dan ketentuan yang ada.  

Pada  Peraturan Menteri Agama RI  Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 

1 ayat (4) tentang pencatat nikah, bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah 

anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen 

Agama  Kabupaten atau Kota untuk membentu tugas-tugas  PPN di desa 

tertentu.9 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 bahwa P3N diangkat 

oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota yang diberitahukan 

oleh kepala desa atau lurah di wilayah kerjanya. Adapun tugas pokok dan fungsi 

P3N dalam administrasi pernikahan adalah membantu tugas Pegawai Pencatat 

Nikah di desa atau kelurahan tertentu seperti mengantar calon pengantin ke 

KUA akan tetapi tidak termasuk menerima uang tunai pendaftaran pernikahan. 

P3N membantu kantor urusan agama (KUA) untuk proses pendaftran  

nikah, dan membantu jalanya pernikahan dan menyaksikan pernikahan tersebut, 

serta mengantarkan berkas  pernikahan tersebut kembali  kepada Kantor Urusan 

                                                 
9 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Pasal 1 ayat (4) 



 

 
 

Agama (KUA) dan di catatkan oleh penghulu KUA, sedangkan P3N hanya 

mencatat berkas yang diserahkan oleh KUA kepadanya untuk di isi oleh kedua 

mempelai dan diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N. 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan 

sebutan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta 

mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA kecamatan. Selain punya 

tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis 

dalam pembangunan agama di masyarakat. 10 

 

C. Efektivitas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata, 

efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, 

manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku).11 Dapat juga 

didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu 

usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya 

tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. 12 

Menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah, efektivitas 

adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                 
10 Ilmiati dan Uswatun Hasanah, “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota 

Palu)”, dalam Jurnal Istiqra’, (Palu: IAIN Palu), Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 151 
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), h. 250 
12 http;//agungprudent.wordpress.com/2009/06/18/efektifitas-pembelajaran, diakses pada 

tanggal 15 Agustus  2018 



 

 
 

disepakati. Adapun Stoner yang dikutip pula oleh Ahmad Habibullah dan 

kawan-kawan, memberikan definisi efektifitas sebagai kemampuan 

menentukan tercapainya tujuan. 13 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terleih dahulu dtentukan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan 

bahwa; “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar 

presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya”.14 

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif 

dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat 

pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 

mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini. Ini 

dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai 

dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan 

waktu, tenaga dan yang lain. 

Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan 

jangka panjang. Efektvitas dapat didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam 

memilih atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu. Konsep 

                                                 
13 Ahmad Habibullah dkk, Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta: PT.Pena Ctasatria, 2008) dalam Skripsi Efektifitas Pemanfaatan Media Presentasi 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, oleh  Asrosi Huda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
14 http;//dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/, diakses pada tanggal 

15 Agustus 2018  



 

 
 

efektivitas yaitu: suatu ukuran yang dinyatakan seberapa jauh target (kualitas, 

kuantitas, waktu) telah  dicapai. Semakin besar target yang dicapai maka 

semakn tingg tingkat efektivitas.15 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahamai bahwa efektivitas adalah 

suatu tolak ukur dalam mencapai tujuan dengan ketentuan yang sudah ada atau 

peraturan yang ada agar dapat mengetahui berjalan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan atau tidak. 

 

D. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah seseorang yang membantu 

tugas Pegawai Pencatat Nikah, adapun tugas pokok P3N yaitu membatu 

pelayanan Nikah dan Rujuk, serta melakukan pembinaan kehidupan beragama 

Islam di Desa/Kelurahan. Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Rincian Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Membantu 

Pelayanan Nikah/Rujuk. 

a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa atas nama Pegawai 

Pencatat Nikah dapat mengawasi nikah dan menerima pemeberitahuan 

rujuk. 

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Jawa dapat Membantu mengantar 

anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA 

                                                 
15 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas% pengu-

kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas%25%20pengu-kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%25
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas%25%20pengu-kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%25


 

 
 

kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah atau rujuk 

tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2. 

c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dapat membantu Pegawai Pencatat 

Nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang 

halangan pernikahan menurut model NB. 

d. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa membuat daftar 

pemeriksaan nikah rangkap 2. 

e. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, 

apabila lembar pertama lembar pemeriksaan nikah hilang dengan berita 

acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut. 

f. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membnatu tugas PPN untuk 

memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan 

mengirimkan hasil pemeriksaan  tersebut kepada PPN atau Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah tempat pelaksanaan pernikahan. 

g. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN segera 

memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya 

apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan 

menurut hukum Islam atau peraturan per Undang-Undangan tentang 

perkawinan dan atau belu terpenuhinya persyaratan/ketentuan dalam 

Pelaksaan pernikahan. 

h. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Membantu PPN harus menolak 

pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan. 



 

 
 

i. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu Tugas PPN 

mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan 

pernikahan, dengan menempelkan pengumuman menrut model-NC di 

tempat yang mudah diketahui oleh umum. 

j. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk 

memeriksa meneliti danmenilai syarat-syarat rujuk. 

k. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk 

menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri 

yang berkaitan dengan rujuk. 

l. Membantu PPN mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, 

apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (model RB dibuat rangkap 2) 

m. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan daftar model RB 

lembar kedua, apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, 

dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama 

tersebut hilang atau rusak. 

n. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menggunakan daftar pemeriksaan 

nikah dan daftar pemeriksaan rujuk. 

o. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk 

mencatat daftar pemeriksaan  nikah, akta nikah buku nikah, buku 

pendaftaran erai talak, buku pendaftran cerai gugat, daftar pemeriksaan 

rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta 

formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan. 



 

 
 

p. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk 

membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan 

dalam pelayanan nikah/rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran 

pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir. 

2. Rincian Tugas Pemantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Pembinaan 

Kehidupan Beragama Islam. 

a. Mengurusi kegiatan BKM. 

b. Mengurusi kegiatan BP4 

c. Mengurusi kegiatan P2A 

d. Mengurusi kegiatan LPTQ 

e. Mengurusi kegiatan ZIS 

f. Merawat jenazah  

g. Dan lain-lain. 

 

E. Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) 

P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah masyarakat yang 

dipilih untuk membantu tugas Pencatat Nikah. Tugas P3N yaitu mencatat proses 

pernikahan yang terjadi. Namun pada tahun 2009 P3N dihapus. 

Pada PP (Peraturan Pemerintah) Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 

tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku. Namun di 

tahun 2015 kemenag mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan P3N 

dengan cara diperketat lagi. 



 

 
 

Setelah turunnya surat edaran dari Kementrian Agama No 

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas 

Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung 

jawab penuh KUA. 

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Mayarakat Islam Nomor Dj.II/1 

Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berisi 

peraturan-peraturan sebagai berikut.  

Dalam rangka mengoptimalkan layanan nikah atau rujuk pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Yang berada pada daerah pedalaman dan atau 

wilayah pegunungan, daerah terluar/perbatasan negara atau dan atau kepulauan 

atau wilayah keterbatasan Pegawai Pencatat Nikah, dengan ini 

menginstruksikan: 

Kepada :  Seluruh Kepala Kantor wilayah Kementrian Agama se Indonesia  

Untuk  :  

Pertama : Pengengkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan 

secra selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah; 

Kedua :  Rekomendasi pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

dari kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus 

Memperhatikan: 



 

 
 

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam 

tipologi D1(daerah pedalaman dan atau daerah pegunungan), 

dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau Kepualuan) 

yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian 

Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai 

Pencatat Nikah karena terbatasnya sumber daya manusia 

dengan luas wilayah; 

2. Pembantu Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud; 

3. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernkahan. 

Ketiga :  Memantau dan melaporkan pelaksanaan Intruksi Pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kepada Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam. 

Keempat :   Melaksanakan Intruksi ini dengan penuh tanggung jawab. 

 Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, Intruksi Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Dj.II/133 tahun 2009 tentang Penggunaan 

Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.16 

Dalam surat edaran tersebut berisi syarat-syarat pengangkatan P3N yang 

lebih selektif diantaranya: 1. Pengangkatan P3N secera selektif yang mengacu 

pada pasal 3 ayat (2) Pereturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

                                                 
16 Instruksi Direktur  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 

tentang Pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 



 

 
 

pencatatan Nikah. 2. Rekomendasi penganngkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus 

memperhatikan bahwasannya Kantor Urusan Agama tersebut masuk dalam 

tipologi D1 (daerah pedalaman atau pegunungan) dan D2 (daerah perbatasan 

negara, atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat 

Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas 

wilayah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud. 

Kemampuan dam kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di 

bidang hukum administrasi pernikahan.17 

Dalam Peraturan Kementrian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 

tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 

tentang pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di sebutkan 

bahwasannya diangkat kembali P3N namun dengan diperketat yaitu hanya pada 

wilayah pedalaman dan perbatasan Negara atau Pada Tipologi KUA D1 dan D2 

saja. Sedangkan tipologi KUA yang ada di Indonesia ada lima yaitu A, B, D1, 

D2. Dalam surat tersebut di jelaskan bahwa hanya Tipe KUA D1 dan D2 yang 

masih diperbolehkan menggunakan jasa P3N karena pada wilayah pedalaman 

atau pegunungan dan wilayah perbatasan negara. Maka Untuk tipe KUA 

golongan A, B dan C sudah dihapuskannya jasa P3N tersebut.   

 

                                                 
17 Instruksi Direktur  Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 

Tentang Pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 



 

 
 

 

 

F. Tipologi KUA 

Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat nikah harus 

memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga harus sesuai dengan 

kebutuhan, yaitu wilayah kecamatan yang tidak dapat dijangkau oleh Petugas 

Pencatat Nikah dan terbatasanya SDM dibanding luas daerah. Tipologi KUA 

adalah klasifikasi KUA kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah 

peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis.  

Perhatian Kementrian Agama terhadap pembenahan Kantor Urusan 

Agama sedikit demi sedikit membuahkan beberapa aturan, satu diantaranya  

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/410/Tahun 2013 tentang penetapan 

tipologi, standarisasi gedung dan standar berpakaian bagi Pegawai Pencatat 

Nikah pada KUA Kecamatan.  Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 10 April 

2013. Untuk tipologi KUA ditetapkan sebagai berikut: 

1. Tipologi A untuk KUA yang mempunyai peristiwa nikah lebih dari 100 

peristiwa rata-rata perbulan 

2. Tipologi B untuk KUA yang mempunyai peristiwa nikah 51 sampai dengan 

99 peristiwa rata-rata per bulan 

3. Tipologi C untuk KUA yang mempunyai peristiwa 0 sampai dengan 50 

peristiwa rata-rata perbulan. 

4. Tipologi D1 untuk KUA yang secara geografis berada pada daerah 

terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan. 



 

 
 

5. Tipologi D2 untuk KUA yang secara geografis berada pada daerah 

terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 

Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat 

Nikah (Penghulu) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis dari penelitian ini adalah fieled reseaarch (penelitian lapangan). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala 

objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun 

laporan ilmiah. 

Penelitian lapangan juga bertujuan mempelajari secara intensiftentang latar 

belkang keadaan sekarang dan interakski suatu sosial, indiidu, kelompok, lembaga, 

dan masayarakat. 

Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi 

penelitian yang akan diteliti yaitu di KUA Kecamatan Pekalongan dan Kantor 

Kelurahan Pekalongan.19 

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Penelitian deskfiptif yaitu 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara 

                                                 
19  Abdurahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.96 



 

 
 

sistematis, faktual, cermat, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

daerah tertentu.20 

Penelitian yang bersifat kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang 

merupakan hasil wawancara secara langsung kepada pegawai KUA Pekalongan, 

P3N  serta dokumen yang berkaitan penelitian. Oleh karena itu, data yang 

digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.21 Data merupakan 

hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data 

dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil 

pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh peneliti dari sumber 

asli.22 Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Adapun informan 

yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala KUA Pekalongan Kecamatan 

Lampung Timur dan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Oleh karena itu 

                                                 
20 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.75. 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta; 

Rieneka Cipta, 2010), h. 172. 
22 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 103. 



 

 
 

peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga 

objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan 

terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.23 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data 

primer,24metode pengumpulan  bahan dilakukan dengan penelitian pustaka (library 

research) studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, 

yaitu dengan menumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan 

ilmiah peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta 

menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek Penelitian. 

Sumber data skunder diharapkan dapat menjadi penunjang penelitian dalam 

memperoleh data dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih 

lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Jurnal tentang Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah dan Peraturan penghapusan P3N menurut Dj.II/I Tahun 

2015, artikel dan link Kementrian agama tentang Tipologi KUA buku lain yang 

berrkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen yang diperoleh dari KUA 

Peklongan. 

 

 

                                                 
23Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2016).h.224-225 

24 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2013), h. 129. 



 

 
 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.25 

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu 

untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi 

fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji 

kebenaranya secara empirik.26 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan 

yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap pertanyaan peneliti. Dalam tekhnik pengumpulan data ini penulis 

menggunakan teknik: 

1. Interview (Wawancara) 

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.27 Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara interview, secara 

                                                 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 375. 
26 Abdurrahmat Fatoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 104. 
27 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2014), h. 186. 



 

 
 

bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang 

dari permasalahan yang akan diteliti. 

 

2. Dokumentasi  

Menurut Abdurrahman Fatoni, studi dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data 

pribadi responden.28 Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan 

dokumen yang berkaitan dengan keefektifitasan P3N di KUA Pekalongan. 

 

D. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan 

apa yang dapat diceritakan ke orang lain.29 

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk 

kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.30 Dalam 

analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu sumber 

dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia. 

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan 

kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir 

                                                 
28 Abdurrahmat Fatoni, Metodelogi Penelitian.,h. 112. 
29 Lexy J Moleong, Metode Penelitian., h. 248. 
30 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian., h. 124. 



 

 
 

yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.31 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dalam menganalisis data 

menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian 

data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari 

informasi tentang Efektifitas penghapusan P3N di KUA Pekalongan, Lampung 

Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Abdurrahman Fatoni, Metodelogi Penelitian., h. 83 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung 

Timur 

 

1. Sejarah KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur berdiri pada Tahun 1974 dengan Kepala KUA yang pertama H. 

Mujamil. Kecamatan Pekalongan sebelumnya masuk dalam wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1999 Kabupaten tersebut 

dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung 

Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Sejak saat itu Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pekalongan masuk dalam wilayah Kabupaten 

Lampung Timur. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan berlokasi di Jl. Baru 

Pasar  Pekalongan, tepatnya berdiri di kompleks perkantoran Kecamatan 

Pekalongan. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru Pekalongan, 

Sebelah Timur berbatsan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatsan 

dengan Kantor Kecamatan, sebelah barat berbatasan dengan Kantor 

Pertanian.32 

                                                 
32 Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada 

tanggal 21 Desember 2018  



 

 
 

Pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan 

mendapatkan bantuan Gedung Kantor baru dengan ukuran 13x16 melalui 

dana SBSN. 

Awal berdirinya Kecamatan Peklaongan memiliki 10 (sepuluh) desa, 

sejak tanggal 06 Desember 2011 wilayah Kecamatan Pekalongan 

bertambah 2(dua) Desa yaitu desa Adijaya pemekaran dari desa Adirejo dan 

Desa Ganti Mulyo pemekaran dari desa Gantiwarno. Sehingga saat ini 

Kecamatan Pekalongan memiliki 12 desa definitif sebagai berikut: 

a. Desa Adirejo     

b. Desa Sidodadi 

c. Desa Goodang Rejo 

d. Desa Siraman 

e. Desa Tulus Rejo 

f. Desa Ganti warno 

g. Desa Kali Bening 

h. Desa Wonosari 

i. Desa Jojog 

j. Desa Pekalongan 

k. Desa Gantimulyo 

l. Desa Adijaya33 

                                                 
33Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada 

tanggal 21 Desember 2018 



 

 
 

Sejak terbentuknya KUA Kecamatan Pekalongan, sudah beberapa 

kali terjadi pergantian kepala KUA, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Kepala KUA Kecamatan Pekalongan34 

No Nama Periode 

1 H. Jamil 1947 s.d 1949 

2 M. Soleh 1949 s.d 1952 

3 Muhammad Dahlan 1952 s.d 1954 

4 Sono Hadi Puspito 1954 s.d 1957 

5 Dalem Permata 1957 s.d 1965 

6 Yaumiddin 1965 s.d 1974 

7 Hadi Wiyono 1974 s.d 1979 

8 Muhsin Yazid Dahlan 1979 s.d 1982 

9 Abdullah Sanie 1982 s.d 1984 

10 Abdurrahim 1984 s.d  1986 

11 Matusir, BA 1986 s.d 1987 

12 Drs. Ahari Muchtar 1987 s.d 1991 

                                                 
34Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada 

tanggal 21 Desember 2018 



 

 
 

No Nama Periode 

13 A. Qausi Thaib, BA 1991 s.d 1996 

14 A.Latief Semaun, BA 1996 s.d 2000 

15 A.Qausi Thaib, BA 2000 s.d 2001 

16 Drs. Azkur 2001 s.d 2003 

17 Abdul Aiz, S.Ag 2003 s.d 2006 

18 Drs. Zebhan berkony 2006 s.d 2010 

19 Mulyadi, S.Ag.,MM 2010 s.d 2013 

20 Muhammad Hidayat, S.Ag 2013 s.d 2016 

21 Lukman Faruq, S.Ag.M.Pd.I 2016 s.d Sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Daftar Nama Pegawai  

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan memiliki sembilan 

(9) pegawai dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan35 

No Nama Pangkat/Gol Jabatan 

1 Lukman Faruq, S.Ag.M.Pd.I 

NIP.196208071989031001 

Pembina/IVa Kepala 

2 Yustamuddin,SHI. 

NIP.198103092005011003 
Pembina./IVa 

Penghulu 

Madya 

3 Arief Amiluddin,SHI. 

NIP.197911142005011005 
Penata/III/c 

Penghulu 

Pertama 

4 Idawati,S.Th.I 

NIP.197702132005012004 

Pembina/IV a PAI 

5 Minaryo,S.EI 

NIP.197601062011011004 

Penata 

Muda/III.b 

PAI 

6 Sulatri 

NIP.196012121983032005 

Penata Muda 

Tk.I/III.b 

JFU 

7 Jumiati 

NIP.196506051988032001 

Penata Muda 

Tk.I/III.b 

JFU 

                                                 
35Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada 

tanggal 21 Desember 2018 



 

 
 

No Nama Pangkat/Gol Jabatan 

8 Yusnaini 

NIP.196409171990012001 

Penata Muda 

Tk.I/III.b 

JFU 

9 Andriyani 

NIP.197010051992022001 

Penata Muda 

Tk.I/III.b 

JFU 

10 Elpina Erfiana 

NIP.198101062007102002 
Pengatur/II.b 

JFU 

 

11 Ilham Tasib 

NIP.198403192007011004 

Penatur/II.b JFU 

 

3. Pembantu PPN Kecamatan Pekalongan  

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan 

agama (KUA) Kecamatan Lampung Timur ada satu yaitu bapak H.M. Imam 

Romli yang bertugas di desa Pekalongan terhitung mulai tanggal masa tugas 

yaitu tahun 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan 36 

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan 
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tanggal 21 Desember 2018 
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B. Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) di 

KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur 

 

Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah atau P3N yang ada di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Pekalongan masih ada satu dan masih aktif yaitu Bapak 

Haji Romli. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur 

yaitu bapak Lukman Faruq mengatakan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) masih aktif dikarenakan masih berlakunya masa jabatan P3N 

tersebut dengan bukti adanya SK pembaharuan masa Jabatan dengan nomor SK 

-518/Kk.08.7.5/HK.00.8/5/2016, yang ditetapkan di Sukadana pada tanggal 19 

Mei 2016  dan telah ditandatangani oleh kepala Kantor Kementrian Agama 

Lampung Timur yaitu Bapak Tomtomi. Surat SK ini yang menunjukan bahwa 

masa jabatan P3N hingga tahun 2020, yang berisi sebagai berikut:  

Membaca  :  Usulan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Timur, tanggal 17 Mei 2016 perihal 

Penerbitan Keputusan Pengangkatan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan. 

Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan  

tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan 

dalam pelayanan nikah-rujuk dan pembinaan kehidupan 

agama di desa, dipandang perlu menerbitkan keputusan 

Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah; 

  b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam daftar 

lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi 

syarat untuk diangkat sebgai Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah; 

  c. berdasakan poin a dan b diatas, maka dipandang perlu 

menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1946 Jo UU Nomor  32 

Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk; 

  2.  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

  3. Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor  11 

tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; 



 

 
 

  4. Peraturan Mentri Agama No.13 Tahun 2012 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementrian 

Agama; 

  5. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 tahun 2015 

tentang pengangkatan kembali Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah (P3N) 

Memperhatikan :  Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

Lampung Nomor : Kw.08.5/1/HM.00/187/2015 tanggal 6 

Febuari 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N) 

 

Memutuskan  :   MEMUTUSKAN  

 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTRIAN 

AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG 

PENGANG-KATAN PEMANTU PEGAWAI 

PENCATAT NIKAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

KESATU   :  Bahwa saudara yang namanya tersebut dalam daftar 

Lampiran keputusan ini diangkat sebagai Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah, dan kepadanya diberi hak dan 

kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

KEDUA   :  Semua keputusan yang telah dikeluarkan sebelum 

keputusan ini dinyatakan tdak berlaku lagi. 

KETIGA   : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk masa 

kerja lima tahun dan atau usia yang bersangkutan mencapai 

60 Tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

KEEMPAT   :  Keputusan ini disampaikan kepada uang bersangkutan 

untuk  dilaksankan sebagaimana mestinya. 

 

Efektivitas penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

sesuai dengan Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Dana PNPB Nikah Rujuk dan Pencataan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah, tidak efektif. Sudah jelas bahwa diintruksikan kepada seluruh 

Kantor Wilayah Departemen Agama untuk menghentikan pengangkatan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak 

mengangkat kembali P3N kecuali pada daerah-daerah tertentu. Kemudian 



 

 
 

Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kembali intuksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 

tentang pengangkatan kembali P3N dengan syarat dan ketentuan yang ada.  

Tipologi KUA di Kecamatan Pekalongan adalah  tipologi KUA C, 

dimana KUA tersebut mempunyai peristiwa 0 sampai dengan 49 peristiwa rata-

rata perbulan. Indikator yang mengharuskan P3N masih aktif dikarenakan 

jadwal yang tidak teratur dan adanya proses pernikahan jam kantor. 

Sehingganya pihak KUA masih membutuhkan P3N tersebut.37 

 Bapak Haji Romli selaku Pembantu pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

Efektivitas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/ penghulu desa saat ini 

sudah efektif dikarenakan hanya ada satu P3N yang aktif karena masih adanya 

masa jabatan dan telah diberikan SK. Sebelumnya ada 12 P3N yang aktif tapi 

saat ini hanya tinggal aeorang saja karena masa jabatan masih berlaku atau 

masih aktif sampai tahun 2020. 

P3N masih aktif dengan adanya bukti SK yang telah diperbarui. 

Sebelumnya dalam kecamatan Pekalongan terdapat 12 P3N yang pada saat itu 

masih aktif masa jabatannya, sedangkan milik Bapak Haji Romli masa 

jabatannya sudah habis atau mati. Kemudian memperbaharui SK jabatan, 

setelah memperbarui SK tersebut kemudian ada program pemberhentian P3N. 

Delapan (8) bulan setelah memperbarui SK jabatan adanya progaram dari 

Kementrian Agama bahwa tidak ada lagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) yang di SK kan atau tidak bisa memperbaharui SK lagi. Masa jabatan 

P3N yang telah memperbaharui SK berlaku hingga tahun 2020. 

                                                 
37Wawancara dengan bapak Lukman Faruk selaku Kepala KUA, 21 Desember 2018 



 

 
 

Selain menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Bapak haji 

Romli memiliki kegiatan lain dengan membuka bengkel di pasar Pekalongan 

tepat di depan rumah Bapak Haji Romli.38 

 

C. Analisis Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan 

Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di KUA 

Pekalongan, adanya kesenjangan yaitu ketidaksesuaian suatu peraturan dengan 

keadaan yang ada di lingkungan masyarakat. Ketidak sesuaian yang terjadi 

yaitu tentang Peraturan Pemerintah tentang penghapusan P3N (Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah) pada Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam 

Nomorr Dj.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan dana PNBP Nikah Rujuk 

dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak 

berlaku. Pada Poin ke dua diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan Penghentian 

pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah habis masa 

waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, 

kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan 

tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama. 

Intruksi ini belum efeltif menata keberadaan P3N. Kemudian pada 

tanggal 26 Januari 2015 Intruksi Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan  

Surat Intuksi Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu 

                                                 
38Wawancara dengan bapak Haji Romli selaku Pemantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 

21 Desember 2018 



 

 
 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Rekomendasi pengangkatan P3N  juga harus 

memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Dalam 

pengangkatan kembali P3N harus dilakukan dengan didasarkan kebutuhan, 

yaitu wilayah kecamatan memang tidak bisa dijangkau oleh Pegaai Pencatat 

Nikah an terbatasnya SDM dibanding luas wilayah. 

Efektevitas yang dimaksud peneliti ialah berjalan dengan baik atau 

tidak suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal ini mengacu 

pada tercapainya tujuan dari Intruksi dirjen Bimas Islam tahun 2009 tentang 

penggunaan dana PNBP Nikah Rujuk dan penataan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada tahun 2015 Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Islam kembali mengeluarkan Intruksi Nomor DJ.II/I 

Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 

dalam Intruksi Dirjen Bimas Islam terdapat aturan yang dapat mengangkat 

kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sebagai berikut: 

Kepada :  Seluruh Kepala Kantor wilayah Kementrian Agama se 

Indonesia  

Untuk  :  

Pertama : Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar 

dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat 

(2) Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

pencatatan Nikah; 



 

 
 

Kedua :  Rekomendasi pengankatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

dari kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus 

Memperhatikan: 

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam 

tipologi D1(daerah pedalaman dan atau daerah 

pegunungan), dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan 

atau Kepualuan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan tidak dapat 

dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya 

sumber daya manusia dengan luas wilayah; 

5. Pembantu Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud; 

6. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi 

pernikahan. 

Dalam intruksi tersebut jelas bahwa yang dapat mengangkat P3N 

kembali bagi KUA ber tipologi D1 dan D2. 

Sedangkan Tipologi KUA di Pekalongan adalah tipologi KUA C 

dimana proses pernikahan kurang dari 50  pasangan nikah per bulan yang 

artinya KUA tipe C yang peneliti teliti harus sudah dihapuskan.  Kesenjangan 

yang terdapat pada KUA Pekalongan Lampung Timur tersebut adalah masih 

aktifnya P3N. Hal ini tidak ssuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh 

Dirjen Bimas Islam yang menyatakan bahwa KUA yang masih dapat 

menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah KUA tipologi D1 



 

 
 

dan D2 yang terbatasnya SDM dibanding luas daerah dan terletak secara 

geografis berada di daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan. 

Adapun hal yang membuat peneliti tertarik yaitu pembaharuan SK P3N 

yang sudah habis masa. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

terhadap narasumber yaitu pembaharuan SK P3N di lakukan 8 bulan sebelum 

dikeluarkannya Intruksi Diren Bimas Islam Nomor Dj.II/I tahun 2015 tentang 

pengangkatan kembali P3N dengan syarat tertentu. Sedangkan penghapusan 

P3N sudah berlaku sejak dikeluarkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 

Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah Rujukan 

Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, yang artinya setelah turunnya 

intruksi tersebut pihak Kantor Wilayah Departemen Agama diintruksikan 

untuk melakukan penghentian Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat P3N baru. 

Namun yang terjadi adalah P3N tersebut yang telah habis masa jabatannya 

telah melangar aturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009. 

Kesenjangan yang terjadi telah membutikan bahwa tidak patuhnya 

aparat desa yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang seharusnya 

sudah tidak aktif sejak turunnya Intruksi Dirjen Bimas Islam pada tahun 2009 

yang telah habis masa waktunya tidak diperbolehkannya mengangkat kembali 

P3N atau memperbaharui SK P3N tersebut.  

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang peneliti lakukan di KUA 

Pekalongan dapat disimpulkan bahwa penghapusan P3N tidak efektif, P3N di 

Pekalongan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam Nomor 

Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Pengunaan Dana PNPB Nikah/Rujuk dan 

Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak berlaku. Dalam 

intruksi tersebut sudah sangat jelas bahwa P3N sudah tidak diberlakukan lagi 

dan tidak mengangkat maupun pembaharuan P3N lagi kecuali untuk daerah-

daerah tertentu. Pada tanggal 26 Januari Intruksi dirjen Bimas Islam kembali 

mengeluarkan surat Intruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan 

kembali P3N. Namun harus diperhatikan bahwa pengangkatan P3N hanya 

berlaku pada tipologi KUA D1 dan D2 yang secara geografis letak daerah 

berada pada daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan yang 

terbatasnya SDM dibanding luas wilayah, sedamgakan tipologi KUA yang ada 

di Pekalongan adalah tipologi C. Maka efektivitas penghapusan P3N di KUA 

Pekaloangan Kecamatan Lampung Timur tidak efektif. 

 

 

 



 

 
 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka peneliti dapat 

memberikan saran yaitu seharusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

harus mengikuti Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015. 
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